KEKUASAAN HUBUNGAN LUAR NEGERI PRESIDEN 

(FOREIGN POWER OF THE PRESIDENT)

Jumat, 16 April 2004
1. Ketentuan UUD 1945:

a. Pra Amandemen:

Pasal 11: 
Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 13:

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul

(2) Presiden menerima duta negara lain.
b. Pasca Amandemen:

Pasal 11: 

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan  Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. 
Pasal 13:

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul

(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 
(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 
2. Ketentuan Undang-Undang:
a. UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

· Hubungan luar negeri yang ”bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional”. Bebas aktif "bebas aktif" adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara a priori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sedangkan “diabdikan untuk kepentingan nasional” berarti politik luar negeri yang dilakukan guna mendukung terwujudnya tujuan nasional sebagaimana tersebut di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

· UU ini secara garis besar melakukan incorporated hukum dan kebiasaan internasional ke dalam hukum nasional Indonesia. Secara explicit, hal tersebut diatur pada Pasal 5.

· UU ini menetapkan bahwa kekuasaan penyelenggaraan hubungan luar negeri ada pada tangan Presiden, kecuali menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian internasional (Pasal 6). Konsekuensi hukumnya sangat besar. Salah satunya Presiden-lah yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pengakuan kepada Negara lain.

· UU ini telah mencoba memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk memberikan pengakuan, tetapi delegasi kewenangan itu akhirnya tidak diatur dengan jelas karena tidak adanya kejelasan bagaimana melaksanakannya.

· Diplomatic Immunity tidak diatur secara jelas. UU ini hanya menentukan bahwa pemberian kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan dari kewajiban tertentu kepada perwakilan diplomatic, konsuler, perwakilan PBB, perwakilan badan-badan khusus PBB, dan organisasi internasional lainnya dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan nasinal, hukum dan kebiasaan internasional (Pasal 16). Dengan berdasar pada interpretasi gramatikal dari pasal ini menunjukan bahwa diplomatic immunity tidak diberikan kepada Tamu Negara.
· Pemutusan hubungan diplomatik dan atau konsuler dengan Negara lain, keluar dan masuk organisasi internasional dilakukan oleh presiden dengan memperhatikan pendapat DPR (Pasal 9). UU inilah yang mendorong terjadinya reduksi kekuasaan hubungan luar negeri presiden. Hal ini yang kemudian mendasari terciptanya Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen.

· Pemberian suaka politik merupakan kekuasaan presiden (Pasal 25). Suaka politik dapat diberikan setelah memperhatikan pertimbangan menteri. Reduksi kekuasaan presiden dilakukan oleh UU ini sebab bukankah menteri adalah pembantu presiden? Harusnya menteri yang aktif bukan presiden yang harus meminta pertimbangan pada menteri.

· Pengangkatan dan pemberhentian duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dilakukan oleh Presiden, sedangkan penjabat lainnya akan diatur kemudian dengan keputusan menteri. Apakah hal ini juga berlaku untuk konsul? Secara gramatikal, konsul diangkat oleh menteri, padahal UUD menentukan presiden yang mempunyai kekuasaan itu.

· Terakhir, ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan luar negeri yang berlaku di indonesia tergambar pada Ketentuan Peralihan UU ini yang tidak secara detail menyebutkan peraturan apa yang dicabut dengan berlakunya UU ini.

b. UU No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional:

· UU ini memberikan kekuasaan kepada Menteri untuk memberikan pertimbangan politik dan mengambil langkah-langkah dalam membuat dan pengesahan perjanjian internasional (Pasal 2). Begitu realistisnya UU ini sehingga mereduksi kekuasaan presiden yang merupakan lembaga yang harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan membuat perjanjian internasional. 
· Subyek hukum internasional suatu entitas hukum yang diakui oleh hukum internasional dan mempunyai kapasitas membuat perjanjian internasional dengan Negara (Penjelasan Pasal 4 ayat (1)).
· Tahapan membuat perjanjian internasional: penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatangan(Pasal 6). 

· Penjajakan: merupakan tahap awal yang dilakukan oleh kedua pihak yang berunding mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional.

· Perundingan: merupakan tahap kedua untuk membahas substansi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional.

· Perumusan Naskah: merupakan tahap merumuskan rancangan suatu perjanjian internasional.

· Penerimaan: merupakan tahap menerima naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para pihak. Dalam perundingan bilateral, kesepakatan atas naskah awal hasil perundingan dapat disebut "Penerimaan" yang biasanya dilakukan dengan membubuhkan inisial atau paraf pada naskah perjanjian internasional oleh ketua delegasi masing-masing. Dalam perundingan multilateral, proses penerimaan (acceptance/approval) biasanya merupakan tindakan pengesahan suatu negara pihak atas perubahan perjanjian internasional.

· Penandatanganan: merupakan tahap akhir dalam perundingan bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua pihak. Untuk perjanjian multilateral, penanda-tanganan perjanjian internasional bukan merupakan pengikatan diri sebagai negara pihak. Keterikatan terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan melalui pengesahan (ratification/accession/-acceptance/approval).
· Menteri tidak membutuhkan surat kuasa untuk menandatangani perjanjian internasional (Pasal 7 ayat (2)). Ketentuan ini sangat berbahaya ketika menterinya berasal dari partai yang berbeda dengan partai presiden.

· Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan UU atau Keppres (Pasal 9).

· Pengesahan perjanjian internasional yang harus ditetapkan dengan UU (Pasal 10), yaitu:

· masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;

· perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;

· kedaulatan atau hak berdaulat negara;

· hak asasi manusia dan lingkungan hidup;

· pembentukan kaidah hukum baru;

· pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

· Perjanjian internasional berakhir apabila (Pasal 18) :

· terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;

· tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;

· terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;

· salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;

· dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;

· muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;

· objek perjanjian hilang;

· terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

3. Kekuasaan Hubungan Luar Negeri Presiden:

Mungkin idiom yang mengatakan bahwa ”hukum selalu tertinggal” merupakan suatu kenyataan di Indonesia sebab beberapa ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen belum semuanya diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. UU No.37 Tahun 1999 dan UU No.24 Tahun 2000 hanya mengatur tentang hubungan luar negeri dan perjanjian internasional saja. Kedua UU ini belum mengatur tentang pembuatan perdamaian, dan kekuasaan untuk memberikan pengakuan kepada negara baru.

Mengenai pembuatan perdamaian dengan negara lain seharusnya juga diatur dalam UU tentang Hubungan Luar Negeri sebab perdamaian dengan negara lain biasanya dilakukan dengan melalui perjanjian internasional. Suatu UU yang tidak diperintahkan secara langsung oleh UUD (uu organik) seharusnya memperjelas ketentuan-ketentuan dalam UUD, akan tetapi yang dilakukan oleh UU tentang hubungan luar negeri malah sebaliknya dengan banyaknya memberikan delegating provisio (mendelegasikan) pada keputusan menteri dan peraturan pemerintah maka pengaturan tentang ketentuan yang seharusnya diperjelas, malah dibuat tidak jelas.
Recognition Power of The President sebenarnya merupakan kewenangan presiden yang inherent ketika presiden diberi kewenangan untuk mengangkat duta besar dan menerima duta besar dari negara lain. Recognition power ini meliputi dua macam recognition:
a. Recognition of States:
Menggunakan syarat minimal yang ditentukan pada traditional international legal teori yang ditentukan dalam Montevideo Convention 1933, yaitu:

i. Mempunyai wilayah tertentu

ii. Mempunyai penduduk

iii. Mempunyai pemerintahan yang efektif

iv. Mempunyai kemampuan untuk menjadi subjek dalam hubungan dengan negara lain.

Akan tetapi European Community melalui “Declaration on the Guidelines on the Recognition of New States in Eastern Europe and in the Soviet Union” menambahkan beberapa syarat diluar syarat minimal montevideo, yaitu bahwa Negara baru tersebut harus:

i. Mengakui keberadaan Piagam PBB, Helsinki Final Act, dan Charter of Paris, khususnya pada pengakuan rule of law, democracy, and human rights.
ii. Menjamin hak-hak kelompok etnis, kelompok nasional, dan kelompok minoritas

iii. Menghormati batas-batas negara yang telah ditetapkan sebelumnya

iv. Menerima komitmen pengawasan terhadap persenjataan

v. Menyelesaikan semua konflik suksesi negara dan konflik regional melalui agreement.
b. Recognition of Governments

Pengakuan terhadap pemerintahan suatu negara mudah dilakukan bila pemerintahan tersebut dihasilkan dari proses yang ditentukan dalam konstitusinya. Sebaliknya, pengakuan terhadap pemerintahan yang dihasilkan dari proses diluar proses yang ditentukan dalam konstitusinya secara umum selalu bermasalah. Pengakuan terhadap pemerintahan yang lahir diluar proses yang ditentukan dalam konstitusinya akan diakui apabila negara-negara lain telah mengakuinya. Kefektifan suatu pemerintahan umumnya diukur dengan de facto control test. Metode ini mendasarkan pengukurannya pada seberapa besar tingkat kepatuhan penduduk negara tersebut terhadap pemerintahannya. Akan tetapi, ada juga negara yang tidak menyetujui metode ini, seperti Estrada Doctrine 1930 yang mengatakan bahwa pengakuan terhadap pemerintahan negara lain adalah sepenuhnya urusan dalam negeri suatu negara.
Konsekuensi hukum terhadap adanya pengakuan terhadap pemerintahan atau negara di USA, yaitu:

1. dapat mengajukan tuntutan di Pengadilan US (Legal Standing-Kedudukan Hukum)

2. dapat mengklaim kekebalan di pengadilan US dan mendapatkan perlindungan diplomatik seperti pemerintahan negara lain yang telah diakui.

3. dapat mengakses US Bank di negara bagian US dan Property. 
4. Issue(s):

a. Apakah pertimbangan DPR dalam pengangkatan Duta Besar dan penerimaan Duta Besar negara lain mengikat presiden? Clue: Lihat Kompetensi Absolut MK pada Pasal 24C UUD 1945.
b. Lembaga Negara apa yang berhak memberikan pengakuan terhadap negara baru? Clue: Recognition power of The President
c. Apa syarat-syarat minimal untuk dapat diakui sebagai negara baru? Clue: Montevideo Convention (defined territory; a permanent population; an effective government; and the capacity to enter into relations with other states), declarative theory of recognition (ketika semua unsur dalam konvensi Montevideo terpenuhi, maka secara otomatis, entity itu merupakan Negara), constitutive theory of recognition ( bahwa suatu entity menjadi negara, bila entity itu telah memenuhi syarat classic dalam Montevideo Convention dan pemenuhan syarat tersebut telah diakui oleh Negara-negara lain) 
d. Apa konsekuensi yuridis dari pengakuan yang diberikan oleh Presiden? Clue: Di USA, shall be protected by the secret services, and foreign sovereign immunity); sedangkan di Indonesia: ?
e. Apakah kekuasaan presiden untuk mengadakan perjanjian dengan organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya tidak memerlukan persetujuan DPR? Clue: Perjanjian internasional yang harus ditetapkan dengan UU.
f. Apakah pengangkatan Konsul juga perlu pertimbangan DPR? Clue: Lihat Pasal 13 ayat (1) UUD 1945
g. Bagaimana mekanisme pengangkatan duta besar dan penerimaan duta besar dari negara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku? Clue: Lihat UU tentang Hubungan Luar Negeri.
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